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Diterima: 20 Januari 2019 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh
Direvisi: 26 Januari 2019 gambaranEfektivitas Kinerja PPID yang berada di
Diterbitkan: Februari 2019 Sekretariat DPRD Kota Padang dalam memberikan

keterbukaan informasi yang disampaikan kepada publik
Serta  peneliti  juga mengemukakan kendaladan

KATA KUNCI upayamengatasikendaladalam proses Efektivitas Kinerja

. . PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam
Efektivitas, Kinerja, PPID, Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik.
Pelayanan Publik Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan

K ORESPONDEN dokumentasi. Informan pada penelitian ini ditentukan
dengan purposive sampling dan. Uji keabsahan data
No. Telepon: 082151602336 menggunakan teknik trianggulasi sumber. Teknik analisis

data diperoleh dari wawancara dan diinterpretasikan
secara kualitatif, berupa abstrak, kata-kata dan
pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas
Kinerja PPID Pada Sekretariat DPRD Kota Padang dalam
Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik
Melalui dua teori yaitu Efektifitas dan Kinerja. Efektifitas
memiliki 6 indikator yaitu Kualitas, Kesiagaan, Motivasi,
Penerimaan Tujuan Organisasi, dan Penilaian oleh pihak
luar. 1) Kualitas 2)Kesiagaan 3) Motivasi 4) Penerimaan
Tujuan Organisasi 5) Keluwesan Adaptasi 6) Penilaian
Oleh Pihak Luar. Sementara itu teori Kinerja memiliki 3
Indikator diantaranya Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan.
Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan pada
Efektifitas Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD Kota
Padang saat ini terlihat bahwa efektifitas kinerja Pejabat
Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dalam
Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik dengan
mengacu kepada indikator yang dikemukakan Camppbel
bahwa dari 6 (enam) indikator yang dikemukakan
Campbell, 5 (lima) diantaranya sudah efektif.

E-mail: ivanoratioideal@gmail.com
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PENDAHULUAN
Sesuai dengan amanat Undang - Undang

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP), KIP juga mengatur

klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga

memberikan kepastian hukum tentang informasi

— informasi apa saja yang wajib dibuka kepada

publik dan informasi apa saja yang bisa

dikecualikan dalam periode tertentu. Disini
secara teoritis UU KIP memberikan solusi bagi
kalangan jurnalis peneliti dan masyarakat awam
yang selama ini selalu menghadapi klaim
rahasia Negara, rahasian Badan Publik atau

rahasia jabatan ketika mengakses dokumen di

badan — badan publik (www.setneg.go.id).

Lebih jauh Keterbukaan Informasi Publik
dan kebebasan pers merupakan dua syarat yang
harus dipenuhi bagi negara yang ingin menuju
kesempurnaan berdemokrasi. Melalui keduany,
penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar
mengarah pada terpenuhnya prinsip — prinsip

good governance. Undang — Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik telah disahkan pada tanggal 30 April

2008.

Hal imi dapat kita lihat pada tujuan UU

KIP sebagaimana tercantum pada pasal 3 UU

KIP, yaitu :

1) Menjamin  hak warga negara untuk
mengetahui rencana pembuatan kebijakan
publik, program kebijakan publik, dan proses
pengambilan keputusan publik, serta alasan
pengambilan suatu keputusan publik.

2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam
proses pengambilan kebijakan publik.

3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pengambilan  kebijakan  publik  dan
pengelolaan Badan Publik yang baik.

4) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang
baik, yaitu yang transparan, efektif dan
efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan.

5) Mengetahui alasan kebijakan publik yang
mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

6) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

7) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan
informasi di lingkungan Badan Publik untuk
menghasilkan layanan Informasi yang
berkualitas. (UU RI No 25 Tahun 2009, UU
RI No 14 Tahun 2008).

Sesuai dengan amanat Undang — Undang
NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik (KIP) oleh Kementerian
Komunikasi RI, secara tegas memberikan
kewajiban kepada setiap badan publik untuk
membuka informasi yang berkaitan dengan
institusinya,  kenijakan yang dihasilkan,
kegiatan — kegiatan yang dilakukan termasuk
kondisi keuangan dan penggunaan anggaran.
Dengan kata lain, publik memiliki hak atas
informasi dari badan publik.

Di Kota Padang telah dilakukan
pembentukan dan operasional Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID),
pembentukan itu dituangkan dalam bentuk
Keputusan Walikota Padang No 50 Tahun 2017
tentang PPID.

Berdasarkan Keputusan Walikota Padang
No 50 Tahun 2017 ada 51 Jabatan Kedinasan di
Kota Padang yang harus melaksanakan PPID.
Salah satunya berada di jabatan kedinasan
kepala bagian humas dan protokol sekretariat
DPRD Kota Padang.

Dari hasil studi pendahuluan pada bagian
humas dan protokol sekretariat DPRD Kota
Padang pada tanggal 8 Juli 2018 terungkap
bahwa informasi untuk publik sulit di dapatkan,
Hal itu disebabkan karena operator yang
menjalankan aplikasi atau program PPID
tersebut belum memadai.Selain itu masyarakat
sulit mengaskes informasi tentang DPRD
tersebut, yang membuat masyarakat
kebingunggan dalam memproses informasinya
di karenakan operatornya belum ada dalam
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pengelolaan aplikasi pengaduan tersebut.
(wawancara dengan Bapak Elfauzi, kepala sub
bagian humas dan protokol sekretariat DPRD
Kota Padang, 8 Juli 2018).

Menurut Salah seorang staf bagian humas
dan protokol sekretariat DPRD ibuk Rosmalina
bahwa Kkinerja PPID di bagian humas dan
protokol sekretariat DPRD Kota Padang belum
sepenuhnya  berjalan  sesuai  ketentuan
Keputusan Walikota Padang No 50 Tahun 2017.
Salah satu penyebabnya dikarenakan SDM yang
berada pada bagian humas dan protokol
sekretariat DPRD Kota Padang belum mampu
menjalankan tugas — tugas dan fungsi yang
seharusnya dijalankan oleh operator PPID
bagian humas dan protokol sekretariat DPRD
Kota Padang.

Mendapatkan informasi mengenai DPRD
Kota Padang cukup sulit, ditambah lagi belum
adanya website resmi DPRD Kota Padang yang
bisa  diakses oleh  masyarakat untuk
mendapatkan  Informasi dokumentasi
perjalanan dan kegiatan seputar DPRD Kota
Padang, hal ini sudah berlangsung selama 5
tahun tanpa adanya website resmi. Tidak adanya
Website resmi DPRD Kota Padang
menunjukkan tidak berjalannya fungsi dari
Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi
(PPID) Sekretariat DPRD Kota Padang yang
berada pada bagian Humas dan Protokol.

Mestinya, dengan adanya PPID vyang
dikelola pada bagian humas dan protokol
sekretariat DPRD Kota Padang, masyarakat
dapat mengetahui informasi yang menyangkut
tentang DPRD Kota Padang. Dalam
kenyataannya PPID di bagian humas dan
protokol sekretariat DPRD Kota Padang belum
mampu memberikan informasi dikarenakan
tidak adanya Sumber Daya Manusia (SDM)
yang menjalankan tugasnya dalam mengelola
pemberian  informasi  secara  maksimal.
Sehingga masyarakat sulit  memperoleh
informasi pada bagian humas dan protokol

sekretariat DPRD Kota Padang. (wawancara
dengan Anita Widyowati salah seorang
mahasiswa UNAND yang melakukan penelitian
di DPRD Kota Padang).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan  menggunakan  metode
deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota
Padang, yaitu pada Sekretariat DPRD Kota
Padang. Dalam penelitian ini pemilihan
informan dilakukan dengan carapurposive
sampling. Penggunaan ini dimaksud untuk
mengambil sejumlah orang yang dipilih oleh
peneliti menurut Kriteria yang dimiliki oleh
orang tersebut. Informan dalam penelitian ini
yaitu Bagian Humas dan Protokol Sekretariat
DPRD Kota Padang, Pengumpulan
datadalampenelitian ini dilakukan melalui
observasi, wawancara dan dokumentasi.
Analisis data dilakukan dengan reduksi data,
penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efekifitas Kinerja PPID Pada Sekretariat
DPRD Kota Padang Dalam Memberikan
Keterbukaan Informasi Kepada Publik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti
di lapangan pada Efektifitas Kinerja PPID
pada Sekretariat DPRD Kota Padang saat ini
terlihat bahwa efektifitas kinerja Pejabat
Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID)
dalam Memberikan Keterbukaan Informasi
Kepada Publik dengan mengacu kepada
indikator yang dikemukakan Camppbel
bahwa dari 6 (enam) indikator yang
dikemukakan Campbell, 5 (lima) diantaranya
sudah efektif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Ahmad Andra tentang “Efektifitas Kinerja
Aparatur Sipil NegaraDalam Pleayanan
Publik Di Kantor Kelurahan Sungai Dama
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Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda™
sejalan dengan hasil temuan ini efektivitas
kinerja telah berhasil dalam melaksanakan
program.Hal ini senada dengan yang
dikemukakan oleh Tjokromidjojo dalam
Harbani Pasolong (2010:4) mengatakan
suatu kebijakan dapat dikatakan efektif
dengan adanya pelaksanaan administrasi
lebih  mencapai hasil seperti yang
direncanakan, mencapai tujuan yang ingin
dicapai dan lebih berdaya hasil.Hal ini serupa
juga dikumukakan oleh Keban dalam
Harbani Pasolong (2014:4) mengatakan
suatu organisasi dapat dikatakan efektif kalau
tujuan organisasi atau nilai—nilai
sebagaimana ditetapkan dalam visi telah
tercapai.

Hal ini senada dengan dikemukakan
Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian
tujuan efektif atau tidak, sebagaimana
dikemukakan oleh S.P. Siagian (2008:77),
yaitu: 1) Kejelasan tujuan yang hendak
dicapai, hal ini dimaksdukan supaya
karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai
sasaran yang terarah dan tujuan organisasi
dapat tercapai. 2) Kejelasan strategi
pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa
strategi adalah “pada jalan” yang diikuti
dalam melakukan berbagai upaya dalam
mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan
agar para implementer tidak tersesat dalam
pencapaian tujuan organisasi. 3) Proses
analisis dan perumusan kebijakan yang
mantap, berkaitan dengan tujuan yang
hendak dicapai dan strategi yang telah
ditetapkan artinya kebijakan harus mampu
menjembatani tujuantujuan dengan usaha-
usaha pelaksanaan kegiatan operasional. 4)
Perencanaan yang matang, pada hakekatnya
berarti memutuskan sekarang apa Yyang
dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 5)
Penyusunan program yang tepat suatu
rencana yang baik masih perlu dijabarkan

dalam program-program pelaksanaan yang
tepat sebab apabila tidak, para pelaksana
akan kurang memiliki pedoman bertindak
dan bekerja. 6) Tersedianya sarana dan
prasarana kerja, salah satu indikator
efektivitas organisasi adalah kemamapuan
bekerja secara produktif. Dengan sarana dan
prasarana yang tersedia dan mungkin
disediakan oleh organisasi. 7) Pelaksanaan
yang efektif dan efisien, bagaimanapun
baiknya suatu program apabila tidak
dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai
sasarannya, karena dengan pelaksanaan
organisasi  semakin  didekatkan  pada
tujuannya. 8) Sistem pengawasan dan
pengendalian yang bersifat mendidik
mengingat sifat manusia yang tidak
sempurna maka efektivitas organisasi
menuntut terdapatnya sistem pengawasan
dan pengendalian.

Sebuah program dapat dikatakan
efektif apabila kriteria yang dikemukakan
oleh S.P Siagian (2008:77) berhasil
dilaksanakan oleh sebuah instansi. Jika
dikaitkan hasil wawancara peneliti dengan
kriteria yang dikemukakan oleh S.P Siagian
(2008:77) bahwa :

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
PPID pada Sekretariat DPRD Kota
Padang sudah tercapai, dapat dilihat
bahwasanya PPID pada Humas dan
Protokol dalam memberikan
keterbukaan informasi kepada publik
sudah tepat sasaran dengan bekerja sama
oleh medai cetak seperti Padang
Ekspres, Haluan dan media elektonik
seperti Padang TV vyang bersungsi
sebagai peliputan kerja, kegiatan
anggota dewan.

2) Dalam pencapaian tujuan organisasi
PPID pada Sekretariat DPRD Kota
Padang telah tepat sasaran dalam
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menjalankan tujuan dengan baik dan
benar. Dengan adanya PPID yang
dikelola oleh Humas dan Protokol
sebagai wadah dalam menyampaikan

dan memberikan informasi maupun
dokumentasi yang dibutuhkan.
Dalam proses operasional operator

Website PPID, Sumber Daya Manusia
(SDM) belum mampu dalam
menjalankan tujuan dalam mengelola
aplikasi yang dibuat. Hal ini terjadi
karena Website resmi Sekretariat DPRD
Kota Padang sudah 5 tahun tidak
mengaktifkan Website resmi, sehingga
dengan tidak aktifnya Website resmi
tersebut, PPID selaku pengelola
informasi  dokumentasi tidak bisa
menyebarkan informasi yang hendak
disampaikan kepada publik.
Perencanaan yang akan dilakukan untuk
masadepan dan telah memutuskan
bawah Sekretariat DPRD Kota Padang
pada tahun 2019 akan meng-aktifkan
kembali Website resmi yang akan diurus
ke DISKOMINFO pusat yang berada di
jakarta.

Dengan adanya penyusunan program
yang dilakukan oleh PPID yang dikelola
olen Sub Bagian Publikasi dan

Dokumentasi para pelaksana akan
memiliki pedoman bertindak dan
bekerja.

Tersedianya sarana bdan prasarana yang
dimiliki oleh Humas yang disediakan
oleh Sekretariat DPRD Kota padang
menjaring informasi kerjasama dengan
insanpers, ada disini namanya FWP
(Forum Wartawan Parlemen) sehingga
setiap ada kegiatan yang butuh peliputan
dari anggota dewan akan dikoordinasi
cukup  bagus dengan insanpers.
insanpers ini wartawan yang mangkal di
sekretariat DPRD Kota Padang. Dalam

menjaring kerjasama dengan insanpers
diberi fasilitas ruangan, komputer dan
mengakses internet yaitu fasilitas untuk
FWP tersebut.

7) Pelaksanaan efektif dan efisien dalam
pencapain tujuan yang dilakukan oleh
PPID telah tercapai terbuti dengan
menjalin hubungan baik oleh insanpers
yang berperan sebagai penyebaran
informasi dokumentasi.

8) Sistem pengawasan PPID Sekretariat
DPRD Kota Padang selalu dilihat oleh
Pemko Padang, berjalan atau tidaknya
pengelolaam informasi dan
dokumentasi.

. Kendala dalam mewujudkan Efektifitas

Kinerja PPID pada Sekretariat DPRD
Kota Padang Dalam Memberikan
Keterbukaan Informasi Kepada Publik

Program kinerja Pejabat Pengelola
Informasi Dokumentasi (PPID) merupakan
program pembentukan dan operasional
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi  (PPID), pembentukan itu
dituangkan dalam bentuk  Keputusan
Walikota Padang No 50 Tahun 2017 tentang
PPID.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat
beberapa kendala — kendala yang harus
ditangani, dikurangi maupun dicegah oleh
pihak penyelenggara dalam hal ini pihak
Sekretariat DPRD Kota Padang. Menurut
Cox dan Scheler dalam dalam Selviana dan
Setya (2016:268) menyatakan Theori Of
Constrains atau yang dikenal dengan TOC.
TOC didefinisikan sebagai suatu pendekatan
kearah peningkatan proses yang berfokus
pada elemen — elemen yang membatasi
Kinerja dalam peningkatan output. Hansen
dan Mowen dalam Selviana dan Setya
(2016:23) mengelompokan jenis kendala
berdasarkan internal dan eksternal.
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a. Kendala Internal

Dari  hasil temuan penelitian
terungkap  bahwa  kendala  yang
menghambat program PPID  pada

Sekreatriat DPRD Kota Padang adalah
terletak pada aktifitas individu yang
berada pada Sekretariat DPRD Kota
Padang, apabila individu tersebut
memperhatikan  salah satunya yaitu
website, website yang ada di Sekretariat
DPRD Kota Padang dapat berjalan sampai
saat ini sehingga kebutuhan dalam
memperoleh informasi sangat mudah di
dapatkan.

Sesuai  dengan  teori  yang
dikemukakan oleh Hansen dan Mowen
dalam Selviana dan setya (2016:23)
menyatakan bahwa kendala internal
(Internal Constaint) adalag faktor — faktor
yang membatasi perusahaan ataupun
organisasi san sistem yang berasal dari
dalam perusahaan. Dalam PPID kendala
terjadi karena kurang memperhatikan
sebuah program yang dijalankan yaitu
Website sehingga sebuah instansi lupa dan
acuh dalam pembayaran uang yang di
bayar kepada DISKOMINFO pusat yang
ada di Jakarta.

b. Kendala Eksternal

Dilihat dari hasil temuan penelitian
terungkap bahwa kendala eksternal dari
program PPID pada Sekreatriat DPRD
Kota Padang belum ditemukannya
kendala sampai saat sekarang ini.

Sesuai  denga teori  yang
dikemukakan oleh Hansen dan Mowen
dalam selviana dan setya (2016:23)
menyatakan bahwa kendala kendala
eksternal (Eksternal Constrainst) adalah
faktor — faktor yang membatasi organisasi
yang berasal dari luar organisasi.

3. Upaya dalam mengatasi kendala—kendala
PPID pada Sekretariat DPRD Kota
Padang

Berdasarkan hasil temuan penelitian di
lapangan adapun upaya Yyang dilakukan oleh
Sekretariat DPRD Kota Padang yaitu dengan
mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Pemko
Padang serta dengan berlangganan dengan
media cetak, Sekretariat DPRD Kota Padang
terbantu dalam menyampaikan informasi dan
dokumentasi serta kegiatan yang dilakukan oleh
ASN itu sendiri.

Dari paparan diatas sudah dilihat upaya
dari Sekretariat DPRD Kota Padang sebagai
penanggung jawab terhadap kinerja PPID dalam
menjalankan tupoksi tupoksi serta kendala yang
dihadapi oleh Humas dan Protokol selaku yang
mengelola informasi dan dokumentasi.

Jadi ketika upaya — upaya tersebut telah
mencangkup keseluruhan permasalahan yang
ada maka diharapkan permasalahan yang ada
dapat diatasi dan PPID dapat mencapau tujuan
sehingga dapat dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut:

1. Efektifitas Kinerja PPID pada Sekretariat
DPRD Kota Padang yang terletak pada
bagian Humas dan Protokol salah satunya
membahas tentang Pejabat Pengelola
Informasi Dokumentasi (PPID) dimana PPID
itu didirikan bertujuan untuk mempermudah
sebuah instansi dalam  menyebarkan
informasi dokumentasi yang terpadat pada
instansi—instansi terkait. Sebelum adanya
PPID pada Sekretariat DPRD Kota Padang
kinerja  humas  dalam  menyediakan
keterbukaan informasi kepada publik sudah
baik dalam hal pelayanan kepada
masyarakat. Dengan adanya permasalahan
yang ada seperti website yang tidak berjalan

223



RANAH RESEARCH - VoL. 1 No. 2 (2019)

selama 5 tahun dikarenakan Sekretariat
DPRD Kota Padang tidak melakukan
pembayaran kepada Diskominfo pusat di
jakarta sehingga masa aktif website tersebut
di putus sementara sampai pembayaran yang
5 tahun tidak dibayar dan Sekretariat DPRD
Kota Padang berencana pada tahun 2019
akan meng — aktifkan kembali website resmi
sehingga  masyarakat  bisa  kembali
mengakses, mengetahui kerja ASN dan
kegiatan anggota dewan yang ada pada
Sekretariat DPRD Kota Padang. Dan dengan
adanya permasalahan-permasalahan yang
ada untuk penyebaran informasi kepada
publik, Humas dan Protokol cepat
mengambil tindakan seperti langganan
dengan media masa, peliputan kegiatan
Sekretariat DPRD dua kali sebulan agar
masyarakat mengetahuinya. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa efektifitas kinerja PPID
yang berada di Sekretariat DPRD Kota
Padang sudah dapat dikatakan kinerja PPID
sudah efektif.

. Kendala Efektifitas kinerja PPID pada
Sekretariat DPRD Kota Padang dalam
memberikan keterbukaan informasi kepada
public. Faktor yang berasal dari dalam
instansi dalam hal ini yaitu terdapat pada
tingkat analisia ASN dalam rangka
menjabarkan  sistem-sitem yang ada,
sehingga ASN dituntut untuk cerdas dan
paham dalam pelaksanaan PPID yang ada
pasa Sekretariat DPRD Kota Padang.
Sehingga wartawan/jurnalis sangat berperan
dalam memberikan informasi kepada
publik/masyarakat karena tidak berfungsinya
website tersebut.

. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh
Sekretariat DPRD Kota Padang dalam
Smengatasi kendala—kendala dalam
memberikan keterbukaan informasi kepada
publik yaitu dengan menyebarkan informasi
dokumentasi dan berita—berita mengenai

Sekretariat DPRD Kota Padang melalui
media massa seperti koran, televisi. Sehingga
masyarakat dan publik dapat mengetahui
informasi, kerja, aktifitas yang dilakukan
oleh Sekretariat DPRD Kota Padang.
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Zikri Alhadi S.1P, M.
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